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PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskiamn

menganalisis data-data penelitian, maka dapat pigkan sebagai berikut:

1.

Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerimifik@sayang
melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Timld&na Korupsi
(KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1989 UU 20/2001 mengindikasikan
adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, y@g#ughapusan
sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur adstiasi ketika
melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KargPK).
Kalau sudah melapor ke KPK berarti penerima gkat#i sudah aman,
dalam artian tidak dilakukan penyidikan dan pentamuwleh aparat
penyidik dan penuntut dari KPK atau kepolisian.

Perspektif Hukum Islam terhadap Gratifikasi dandP@pusan Pidana
bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang noekanm diri kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPKardaPasal 12
C UU 31/1999jo. Undang-Undang No0.20/2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi berpijak pada kaidah ushuliyah bahaia al-
masholih wa dar al-mafasidatau mengambil kemanfaatan atau
mashlahat dan menolak segala mafsadat atau kerusagadi dasar

patokan bahwa penerima gratifikasi yang melapora#apKomisi
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Pemberantasan Korupsi (KPK) itu guna mengambil aetnfyakni
agar tidak menimbulkan perbuatan korupsi dan gkatif yang lebih

besar lagi dan merugikan negara.

B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, madwulis dapat
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga latijfislyang
bertugas membuat undang-undang perlu memperjelaal P2 C
Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pembeeantdgédak
Pidana Korupsi di dalam penjelasan mengenai pejqsaterima
gratifikasi yang melapor pada KPK tidak dipidanagdienana
mekanisme atau prosedurnya dan status pejababuérsagar tidak
terkesan hanya administratif formal dan menyammnglperbuatan
melawan hukum baik formil dan materiil.

2. Penyidik Polri, Jaksa atau Komisi Pemberantasanupr(KPK) yang
masing-masing bertugas melakukan penyelidikan denyigikan,
penuntutan serta penyidikan sekaligus penuntutanlagih berhati-hati
di dalam menggunakan Pasal 12 C No. 20 tahun 2@€dn& sulitnya
untuk membuktikan bahwa perbuatan memberikan seslaat pejabat
atau penerimanya pejabat negara itu termasuk pemisuatan suap, atau

prestasi kerja yang dicapainya atau masih sekedgaah saja yang
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benar-benar seseorang melakukan gratifikasi, sghaindibutuhkan
pengumpulan alat bukti yang cukup.

. Pemerintah perlu mengatur dalam sebuah PeraturameriPd¢ah
mengenai mekanisme atau prosedur dan status deetipa gratifikasi
yang melapor kepada Komisi Pemberantasan KorupdKjKseperti apa
tindak lanjut dari KPK setelah dilaporkan oleh jpaja penerima
gratifikasi sendiri.

. Kalangan akademisi, lembaga peneliti korugsidg¢nesia Corruption
Watch KP2KKN Jateng), atau Lembaga Swadaya Masyardkai)
yang geraknya di bidang penegakan hukum perlu nuekga seminar
atau dalam bentuk simposium dengan pokok persoblgaimana
mencegah gratifikasi dan suap di kalangan pejabgana yang ideal
menurut pandangannya masing-masing serta efektiviga yang
kemudian hasilnya direkomendasikan kepada instérkait, yakni
penyidik Polri, Jaksa dan KPK yang langsung benwgnaelakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pekRgidi sekaligus
penuntutan, atau dapat juga langsung melakukan lifi@mesecara
kuantitatif dari tahun ke tahun sehingga menghasilkdata-data
statistika, matriks atau prosentase dan bisa djt#aggi secara efektif
terkait seberapa besar perbuatan gratifikasi yalagukan para pejabat
negara dan seberapa besar pula penerima gratiffeagj melapor ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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5. Masyarakat perlu adanya pemahaman mengenai gaaiifisuap dan
korupsi, melalui penyelenggaraan seminar, pendididan pelatihan
cara penanggulangan perbuatan yang merugikan nég@ebut serta
aktif melakukan kontrol sosial s@cial of control terhadap
penyelenggara negara. Karena bagaimanapun jugan pegeata
masyarakat sangat dibutuhkan sebagaimana diat@mdderaturan
Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Carak$¥laan Peran
Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara daatufRn
Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Carak$¥laan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalacedadan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penutup

Alhamdulillahi rabbil ‘Alamiin penulis panjatkan syukur yang
sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan ind&egmada Allah SWT
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisara kbnyah ini. Shalawat
dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muham&#M/. Dengan
ucapan, tindakan, dan taqrir beliau sebagai pelmglan penjelas akan
firman Allah (Al-Quran) yang merupakan petunjukgbdata kehidupan
manusia untuk mencapai kebahagiaan sefatigraini hasanah wa gina

‘adzabannay.
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Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatam jbawgulis
khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Nam@agyaeinsan biasa,
penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dariekgsurnaan, karena
kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah S\WOleh karena itu
saran, kritik atau gagasan-gagasan membangunysertgbersifat orientasi
kepada tujuan mencapai ‘kebenaran’ dari pihak mamaangatlah penulis

harapkan.



